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EEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 20072

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

USAHA RADIO SIARAN NON FEMERINTAH

BUPATI MUARA ENIM

bahwa sshubonpgan dengan telah ditstepkannve Peraturan
Daersh Eabupaten Musra Enim Neo. 35 tahun 2001 tentang
penvelengparaan Usaha Radio Sigran Non Pemerinteh, maka
perlu  ditetapksn tata cara dan persyaratan  perizinan
penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah,

bahwa penetapan tatw cars dan  persyaratsn  perizinan
penyelenggarasn Ussha Radio Siaran Non Pemerintah, dimaksud
pertimbangan hurel s diatas perlu diatur dengan Keputuzan
Bupati Muara Enim.

Undang - undang Nomer 28 tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah Tingksat I1 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negars Repuoblik Indonesis tshun 1959 Nomor 73 tambshan
Lembaran Negsra Nomor 1821).

Undang — undang Nomor 24 fahun 1997 tentang Penviaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomer 72
tambahan Lembaran Negara Nomoer 3701},

Undang - undeng Nomor 22 tabun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Nepara Republik Indenesia tehun 1999
Nomor 60 tambshan Lembaran Negara Nomor 1839),

Peraturan Pemerintash Nomor 55 tahun 1970 tentang Radio
Siaran Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1970 Nomor 75 tambahan Lembaran Nepars Nomor 2932).

Keputusan Presiden Republik Indonmesia Nomor 44 tahun 1999
tentang Tehnis Penvusunen Rancamgan Perundang - undangan
bentuk Rancenpsn Undsng - uwndang Rancangan Peraluran
Pemerintah dan Rancsngan Keputusan Presiden (Lembarsn
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomer 70),
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6. Peraturan Daerah Eabupaten Muara Enim Nomor 16 tabun 2000
tantang FKewenangun Pemerintah FEabupaten Muora Enim
(Lembaran Daersh Kabupaten Muars Enim tahun 2000 Nomor
26).

7. Perateran Daersh KEabupaten Muzra Enim Nomor 20 tshun 2000
tzntang Fembentuksn Crpanisasi  dan Tata Eerju Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Musra Enim (Lembaran Dserah tahun
2000 Nomar 34).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 tahun 2001
tentang Penyelenggarsan Usaha Radie Siaran Non Peomerintah
{Lembaran Daerah Kabupsten Musra Enim tshun 2001 Nomor
101}

MEMUTUSEAN :

Menetspkan : EEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA
EADIO SIARAN NON PEMERINTAH.

BAR I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Dnersh adalah Eabupaten Muars Enim.

Pemerintah Duerah adalah Pemerintah Kabupaten Musra Enim._

Bupati adaleh Bupati Muare Enim.

Fantor Penerangan adalah Kantor Peneranpan Kabupaten Muara Enim.

Penyelenggaraan Usrsha Radie Siaran Non Pemerintah adalah setiap usaha

yang dicelengparaken oleh lembaga pimpinan atau penguzaha Radio

Sieran Non Pemerintah.

6. Tzin wsshe tdalah surst tonde telah mendapsthian izin stas
penyelenggaraan Usaha Radio Siaren vang dikeluarken olzh Bupati yang
barus dimiliki oleh setiap pengusaha Radie Siaran Non Pemearintah,

7. Rekomendaei adalab Rekomendasi Eepala Kantor Penerangan Eabupaten

Muara Enim.

h. In L B =

BAR II
TATA CARA DAN SYARAT PERIZINAN

Paual 2

Settap orang atay Badan Hekem yang skan membuks / menyelengparskan Usaha Radio
Siaran Non Pemerinteh harus memiliki izin vsahs yeng dikeluarksn oleh Bupati atau Psjsbat

yang ditunjuk.
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Pasal 3

Untuk mendapatkan Izin sebegaimana dimaksud Pasal 2 pemochon mengajukan
Psrmohonan tertulis diatss segel/materni kepads Bupali melalui Kantor Penerangan
dengan melampirkan ;

a. Akte peodirian.

b, Izin penggunaan frekwensi

0. Poto Cepy KTP

d. Surat izin gaogguan { HO),

Pagal 4

Budan hukum yang mengajukan permohonan izin harus :

a, Modal seluruhnya adaleh modal nazsional bukan bantusn, sumbsngan atau jesa dari
pihak asming.

b. M:mpunysi alamal yang tetsp.

¢. Mempunyai snggota yang tetap dengan memasang papan nams dan identitas Kantar,
studie dan mutalasi lainnya.

BABR III
KETENTUAN PENUTUF

Pagal 5

Keputu_uan i mulai berlaku sejak di Undangkan sger setisp orang mengetahuinys,
memerinfehkun pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Muars Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

BUPATI MUARA ENIM
J -
(AT st
H. AHMAD SOFIAN EFFENDIE.

Dinndengkan di Musra Enim
Pada tanggal 4 Pebruaxd 2002

LEMBARAN DAERAH KEABUFATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 2,



